
 

 

 
 

WALIKOTA TEGAL 
 

PERATURAN WALIKOTA TEGAL 
 

NOMOR   68  TAHUN  2012 
 

TENTANG 

 
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA TEGAL, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14A Ayat (6) 

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2006 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Tegal Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Tegal, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

Tegal tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah; 
    

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 

    

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

    

  3.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan 
Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor  551); 

    

  4.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
    

  5.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

   6. Undang-Undang . . . 
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  6.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4844); 

    

  7.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

    
  8.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286) ; 

    

  9.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

    
  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 

dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321); 
    
  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
    

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
    

13. Peraturan . . . 
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  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten 
Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4713); 

    
  14.  Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 

Peraturan Perundang-Undangan; 
    

  15.  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan 

Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4); 

    
  16.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2006 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal 
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2006 Nomor 2) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Tegal Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2006 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal 
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 3); 

    
  17.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16); 

    

  18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

    

  19.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian 

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 
    
  20.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah; 
    

21. Peraturan . . . 
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  21.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 

2008 Nomor 35); 
    
  22.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita 
Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1); 

 
MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOMPOKAN 
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH. 

 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Tegal. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Tegal. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal. 

5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai 
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud  dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. 

6. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi/klaster suatu 

daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang 
ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan 

Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada 
setiap klaster. 

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan 

Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai 
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka 
penyusunan APBD yang angotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, 

pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnnya sesuai dengan 
kebutuhan. 

 
 

BAB  II 

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 
 

Pasal  2 

 
Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: 

a. tinggi; 
b, sedang; dan 
c. rendah. 

 
Pasal 3 . . . 
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Pasal  3 
 

(1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan menggunakan formula 
kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah 

dikurangi belanja PNSD. 
 

(2) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas Pendapatan Asli Daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi 
umum. 

 
(3) Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan 

tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, 

tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan 
pajak penghasilan. 

 

Pasal  4 
 

(1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah data APBD Induk 

tahun anggaran berjalan/berkenaan. 
 

(2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 

 

Pasal  5 
 

Pengelompokan kemampuan keuangan daerah, diatur sebagai berikut: 
a. di atas Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan 

pada kemampuan keuangan daerah tinggi; 

b. antara Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) sampai dengan 
Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada 

kemampuan keuangan daerah sedang; dan 
c. di bawah Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) dikelompokkan pada 

kemampuan keuangan daerah rendah 

 
Pasal  6 

 

Kelompok dan besaran kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud 

dalam  Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 
 

 

BAB  III 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  7 
 
Kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

berlaku sejak awal tahun anggaran.  
 

Pasal  8 
 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tegal 

Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
(Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku.  
Pasal 9 . . . 
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Pasal  9 
  

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal. 
 

 
Ditetapkan di Tegal 
Pada tanggal 15 Oktober 2012  

 
WALIKOTA TEGAL, 

 

ttd 
 

IKMAL JAYA 
 

 

Diundangkan di Tegal 
pada tanggal  15 Oktober 2012 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL 
 

ttd 

 
EDY PRANOWO 

 

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 68 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI 

 

ttd 
 

BUDI HARTONO, S.H. 
Penata Tingkat I 

NIP. 19680216 198903 1 004 


